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PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG

FEDOMAN DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANS] PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN METEOQOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang &, bahwa dalam rangka penyusunan rencana slrategis,
perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data
kinerja, dan pelaporan kinerja yang dilengkapi dengan
dokumen indikator kinerja utama perlu menetapkan
Pedoman dan Penerapan Sisterm Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman dan
Pencrapan  Sistem  Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika dengan Peraturan Kepala Badan;

Mengingat t 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SO58);

<. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Normor 4614);
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Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun
2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika;

. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Alkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi
Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
90);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor Per/09/M.Pan/5/2007 Tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Neagara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

. Peraturan Kepala Badan Metecrologi, Klimatologi, dan

Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika;

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan
Stasiun Geofisika,

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika;

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global,



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG FPEDOMAN DAN
PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGEKUNGAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Pasal 1

Pedoman dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Metecrologi,
Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini merupakan petunjuk bagi unit
organisasi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika dalam menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIPF), yang terdiri dari
Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja,
Pengelolaan Data Kinerja, dan Pelaporan Kinerja yang
dilengkapi dengan dokumen Indikator Kinerja Utama.

Pasal 3

Dengan berlakunya peraturan Kepala Badan ini, maka
peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor | Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan
Sistern Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, —memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan
penempatannyva dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di.Jakarta
pada tanggal 23 April 2015

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Me: 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS] MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 674

i dengan ashinya,

g Hukum dan Organisasi
b )




LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN DAN PENERAPAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANS] PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA

PEDOMAN DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTARILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA

A. Latar Belakang

Demi terwujudnya good governance sebagai prasyarat bagi
pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan cita-cita
bangsa diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung
jawaban wyang jelas, tepat, terukur, dan akuntabel. Hal ini sangat
mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Usaha pengembangan tersebut diatas sejalan dengan TAP MFPR Rl
Nomor XI/MPR/ 1998 tentang Penyelenggara Negara yvang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 tahun [999
dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas
kepentingan umum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan
umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan
asas akuntabilitas. Sesual penjelasan Undang-Undang tersebut, asas
akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan
hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Untuk melandasi usaha-usaha tersebut, pemerintah telah
menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah., Peraturan

tersebut  mewajibkan setiap instansi pemerintah  sebagai  unsur



penvelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung-jawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan
sumber daya dengan didasarkan suatu percncanaan stratejik  yang
diteapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud
berupa laporan yvang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-
lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan
kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut
menggambarkan Kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

B. Maksud Pedoman

Pedoman ini menjadi acuan BMEKG dan Umit Keranya untuk
menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja
Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan Pelaporan Kinerja.

Setiap  instansi  pemerintah  sebagai  unsur  penyelenggara
pemerintahan negara  diwajibkan  untuk  mempertanggungiawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan
sumber dava dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang
ditetapkan oleh masing-masing.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan
kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai
akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala
pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instans
pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP).

Semua Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) di
lingkungan BMKG selaku satuan kerja instansi pemerintah yang mendapat
anggaran dari negara memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja
vang dilengkapi dengan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB
Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

Dalam Peraturan Menteri tersebut dinyatakan bahwa Unit Organisasi
Eselon | menyusun Perjanjian Kinerja tingkat unit organisasi setelah
menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh

menteri/ pimpinan lembaga dan pimpinan unit organisasi (Pasal 4, ayat 2j,

s



Satuan kerja dan unit kerja esclon Il menyusun perjanjian kinerja setelah
menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh
pimpinan unit organisasi dan pimpinan satuan kerja (Pasal 4, ayat 3).
Pengaturan mengenai penyampaian dokumen perjanjian kinerja untuk unit
kerja mandiri lainnya diatur oleh masing-masing Menteri/Pimpinan
Lembaga (Pasal 4, ayat 6).

Beberapa alasan mengapa banyak instansi pemerintah yang belum
dapat mengukur kinerjanya sehingga tidak/belum tahu tngkat kinerja vang
dicapai, karena pada umumnya instansi pemerintah :

+ Belum jelas perumusan tujuan (goal);

s Belum memiliki sasaran strategis yang spesilik, jelas, dan terukur;

¢ Belum mempunyai indikator kinerja untuk mengukur keberhasilarinya;

» Belum berani menetapkan target-target kinerja sebagai bentuk komitmen
organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal;

* Belum memiliki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja.

C. Tujuan Penyusunan Pedoman

Pedoman ini disusun bertujuan schagai acuan bagi  unit
organisasi/unit kerja/satuan kerja/unit pelaksana teknis BMRKG dalam
menyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP), yaitu untuk membantu penyusunan Rencana Strategis (Renstra),
Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) serta pelaksanaan
pengukuran kinerja vang akan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinera
Tahunan.

D. Batasan/Pengertian

1. Instansi Pemerintah, Instansi pemerintah adalah perangkat Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang menurut peraturan perundangan
vang berlaku terdiri dari Kementerian, Departemen, Lembaga
Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara,
Markas Besar TNI (meliputi: Markas Besar TNI Angkatan Darat,
Angkatan Udara, Angkatan Laut), Kepolisian Republik Indonesia, Kantor
Perwakilan Pemerintah Rl di Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Perangkat
Pemerintahan Provinsi, Perangkat Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan

lembaga/badan lainnya yang dimayar dan anggaran negara.



Akuntabilitas, Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja
dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu
organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk

meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja instansi pemerintah adalah
gambaran mengenal tingkat pencapalan sasaran ataupun tujuan
instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, mIS] dan strategi
instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan
kebijakan yang ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIF), Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah  untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  dan
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan
tujuan vang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung] awaban

secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang
selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai
aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan
dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran,
dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah,

Rencana Strategis {Renstra), Rencana strategis merupakan suatu proses
vang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu
selama 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan
memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang
mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis
instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi misi, tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan
kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana kerja tahunan merupakan
proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan
program, kebijakan dan sasaran yvang telah ditetapkan dalam rencana
strategis dan dijabarkan didalam dokumen Rencana Kena Unit
organisasi/Unit kerja/Unit pelaksana teknis. Hasil dari proses ini
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berupa rencana kinerja tahunan vang kemudian ditetapkan dalam
dokumen Perjanjian Kinerja Unit organisasi/Unit kerja/Unit pelaksana

teknis.

Pengukuran Kinerja, Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan wuntuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi
instansi pemerintah, Proses ini dimaksudkan untuk menilal pencapaian
setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang
keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan  sasaran.
Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang
menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan
program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi
dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Laporan Kinerja Tahunaon adalah dokumen yang berisi gambaran
perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan

melembaga.
Syarat Pelaksanaan SAKIP

Agar SAKIP dapat terwujud dengan baik, maka pelaksanaanya harus

berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1.

2,

Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang
bersangkutan,

Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan
sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Harus menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yvang telah
ditetapkan;

Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan
manfaat yang diperoleh;

Harus jujur,obycktif, transparan, dan innovatil sebagai katalisator
perubahan  manajemen  instansi pemerintah  dalam  bentuk
pernutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja, dan penyusunan
laporan akuntabilitas;

Harus dapat menyajikan tentang keberhasilan/kegagalan dalam
pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk
pelaporan kinerja atau LAKIP.



F. Prinsip-Prinsip Pelaporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja harus mengikuti prinsip-prinsip
pelaporan pada umumnya yaitu laporan harus disusun secara jujur,
obyektif, akurat dan transparan. Di samping itu perlu pula diperhatikan:

1, Prinsip lingkup pertanggungjawaban, hal-hal yang dilaporkan harus
proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-
masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan.

2. Prinsip prioritas, yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan
relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi
vang diperlukan untuk upaya tindak lanjutnya.

3. Prinsip manfaat, Manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya
penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi
peningkatan pencapaian kinerja, dalam hubungan itu, perlu pula
diperhatikan beberapa ciri laporan yang baik seperti relevan, tepat
waktu, dapat dipercaya - diandalkan, mudah dimengerti, jelas dan
cermat), dalam bentuk wvang menarik (tegas dan konsisten, tidak
kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi (refiable), berdaya wji
(verifiable), lengkap, netral, padat, dan mengikuti standar laporan yang
ditetapkan.

. Hubungan Antar Dokumen

Dilihat secara sistem, SAKIP tidak berdiri sendiri tetapi merupakan

satu kesatuan dalam sistem manajemen strategis yaitu dalam siste
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan., Gambar bernikut menunjukka

hubungan yang erat antara Rencana Strategis (Renstra), Rencana Ker

Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Tahunan,
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Gambar 1. Hubungan antara Renstra, Renja, dan LAKIP
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PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
Rencana Strategis merupakan langkah awal yvang harus dilakukan oleh
instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan hingkungan strategis
lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem
Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan
Rencana strategis vang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebuh dapat
menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang

dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Kinerja instansi pemerintak KOMPOMNEN
adalah gambaran mengenai Sisitern AKIP Indikatar Kinerja
tingkat pencapaian sasaran | I Merupakan
fua i Unsur Uitama
SRS e 5-|ih_ar:-:u S I pernyataan V51 I Akuntabilitas Kinerja
penjabaran dari vis, misi dan | I
strategi instansi pemerintah yang : ilj- I
mengindikasikan tinghkat i Perryataan MIsH |
keberhasilan dan kegagalan | I
e G kaal -
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Gambar 2, Komponen SAKIF

A. Menyiapkan Rencana Strategis (RENSTRA)

Pada tahap ini hanva memastikan bahwa Rencana Strategis vang
telah disusun setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategl

(cara mencapal tujuan dan sasaran).



1. Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana
instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya
secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi
adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang
berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.
Rumusan visi hendaknva:

a. mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi;

b. memberikan arah dan fokus strategi vang jelas;

c. mampu menjadi perckat dan menyatukan berbagai pagasan strategis
vang terdapat dalam sebuah organisasi;

d. memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran harus
berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan
organisasinya;

e. mampu menumbuhkan komitmen scluruh jajaran dalam lingkungan
organisasi; dan

f mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi,

Rumusan visi yang jelas diharapkan mampu :
a. menarik komitmen dan menggerakkan orang,
b. menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi;
c. menciptakan standar keunggulan,; dan
menjembatani keadaan sckarang dan keadaan masa depan.

Visi instansi perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi schingga
menjadi visi bersama (shared wvision | yang pada gilirannya mampu
mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi, serta
menjembatani keadaan sckarang dan keadaan masa depan.

2. Misi

Misi suatu instansi harus jelas dan sesual dengan tugas pokok dan
fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan vang dimiliki instansi
pemerintah dari peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan
teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih, Perumusan misi instansi
pemerintah  harus  memperhatikan  masukan  pihak-pthak  vang
berkepentingan [stakeholders) dan memberikan peluang untuk perubahan
penyesuaian yvang sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan

8-



strategis, Rumusan Misi hendaknya mampu :

a. melingkup semua pesan yvang terdapat dalam visi;

b. memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai;

¢. memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh
instansi pemerintah; dan

d. memperhitungkan berbagai masukan dari stakeholders.

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapal atau dihasilkan
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu
kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis
strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetap
harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa
mendatang, Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan,
program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata olch instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun
waktu yang lebih pendek dar tujuan. Dalam sasaran dirancang pula
indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran
tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwuwudkan pada tahun
bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan targetnya masing-
masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu
tertentu/tahunan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana
strategis.

5. Strategi (Cara mencapal tujuan dan sasararn|

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan
ke dalarn kebijakan-kebijakan dan program-program.

a. Kebijakan, Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan
vang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman,
pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan
program kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam

perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah,



b. Program, Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan
masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kebijakan dan program
dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan
direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya baik melalui
APBN/APBD maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat.
Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagal program ataupun kegiatan
yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagal tanggapan atas
kebijakan ataupun program pemernintah serta kinerjanya.

Keberhasilan program yvang dilakukan sangat erat kaitannya dengan
kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu  diidentifikazsi pula
keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan
kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji
terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebjakan yang telah
ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Sasaran dan program vang telah ditetapkan dalam rencana strategis
kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja

tahunan.

B. Menyviapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja
sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditctapkan dalam
rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalu
berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan Sasaran
Strategis, Indikator Kinerja vang ada pada tingkat sasaran dan Target yang
akan dicapai. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda
penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi
instansi untuk mencapainyva dalam tahun tertentu.

1. Komponen Rencana Kinerja Tahunan

Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang:

a. Sasaran Strategis;
Sasaran vang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran
sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra. Selanjutnya diidentifikasi
sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yvang bersangkutan.
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b. Indikator Kinenja;
adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaiar sasaran strategis yang telah ditetapkan.

c. Target.
Adalah rencana capaian sasaran strategis yang hendak diwujudkan

terkait dengan indikator kinerja.

Indikator
Perencanaan —
Stratejik / Kinerja
Perencanaan
Kinerja
Indikator
Pelaporan Pengganggaran Kinerja
Kinerja Kinerja Merupakan
\ / Unsur Utama
Pengukuran Persetujuan ﬁ.kuntalfllhti.li
; : Kinerja
Kinerja Kinerja

Gambar 3. Unsur Indikator Kinerja

2. Indikator Kinerja pada RKT

Indikator kinerja kegiatan vang akan ditetapkan dapat dikategorikan
ke dalam kelompok outpul, oulcome, benefit, dan impact.

a. Keluaran (Output), adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik
dan/atau non hsik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu

kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

b. Hasil [Outcome), adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome
merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi
kebutuhan dan harapan masyarakat.

c. Manfaat (Benefit), adalah kepunaan suatu keluaran (output] yang
dirasakan langsung oleh masvarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas
vang dapat diakses oleh publik.



d. Dampak (Impact), Adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi,
lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian
kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung
dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.
Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan
proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator
kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan
program-program instansi. Penetapan indikator kinerja kegiatan harus
didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan
dan sasaran vyang ditetapkan serta data pendukung yang harus
diorganisasi. Indikator kinerja dimaksud hendaknya SMART (1) spesifik dan
jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan
sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias.

Alur keterkaitan antara komponen pada Tahap Il dan Tahap 11l pada
Bab ini yaitu menyiapkan Rencana Strategis dan menyiapkan Rencana
Kinerja Tahunan khususnya yang berkaitan dengan uralan sasaran,
indikator dan program pada Renstra dengan yang termuat pada RKT harus
konsisten. Konsistensi alur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Form RKT
] T ]

Gambar 4. Hubungan Indikator Kinerja dalam Renstra dan RKT

C. Perjanjian Kinerja (PK]

Perjanjian  kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
instansi yvang lebih rendah untuk melaksanakan program [kegiatan yang
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disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah
komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi
amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas , fungsi dan
wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak
dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan,
tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan
tahun-tahun  sebelumnya. Dengan demikian target kinerja vang
diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-
tahun sebelumnya, schingga terwujud kesinambungan kinerja sctiap
tahunnya.

1. Tuuan Perjanjian Kinerja

a. Secbagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemben
anamanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas,
transparansi, dan kinerja aparatur;

b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja
aparatur;

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi dan sebagal dasar pemberian
penghargaan dan sanksi;

d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,
evaluasi dan supervise atas perkembangan/ kemajuan kinerja
penerima amanah;

¢. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

2. Hubungan Rencana Kinerja dengan Perjanjian Kinerja

a. Rencana kinerja tahunan merupakan dokumen yang berisi
informasi tentang tingkat atau target kinerja (berupa output dan
atau outcome) vang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada
satu tahun tertentu.

b. Rencana kinerja tahunan dibuat sebagal dasar penyusunan
rencana kerja dan anggaran,

e. Rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran digunakan
sebagai dasar penyusunan perjanjian kinerja vang merupakan
ikhtisar kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara
pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan penanggung
jawab kinerja dengan pihak yang memberi amanah/tugas dan
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3.

tanggung jawab kinerja dengan mempertimbangkan sumber daya

yang tersedia.

Format Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja memuat dua unsur pokok yaitu pernyataan

perjanjian kinerja (Format Permyataan Perjanjian Kinerja: CONTOH XI dan

XII} dan lampiran yang berisi tentang target capaian yang ditetapkan

bersama vang akan dicapai pada akhir periode penganggaran (Formulir
Lampiran Perjanjian Kinerja: CONTOH XIII, XIV dan XV},

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja

adalah:
H.

Konsistensi, keselarasan, dan proporsionalitas dalam menjabarkan

Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja] ke dalam

penetapan prioritas program/ kegiatan dan alokasi anggaran;

Ketepatan dalam merumuskan sasaran-sasaran strategis dan indikator

kinerja,

Ketepatan dalam mengestimasi target kinerja dar sectiap indikator

kinerja;

Obyektivitas dalam pengukuran kinerja.

Penyusunan Perjanjian Kinerja

Penandatangan Perjanjian Kinerja

1]

2)

3]

Badan Meteorologi, Klimatelogi dan Geofisika

Perjanjian kinerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
ditandatangani oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika:

Pimpinan unit kerja (Eselon [)

Perjanjian kinerja tingkat unit organisasi (Eselon [) ditanda
tangani oleh pejabat yang bersangkutan dan disetujui oleh Kepala
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Pimpinan unit kerja (eselon ) dilingkungan Sekretariat Utama
Perjanjian kinerja tingkat unit organisasi (Eselon lI} di lingkungan
Sekretariat Utama ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan
dan disetujui oleh Sekretaris Utama Badan Meteorolog,

Klimatologi, dan Geofisika;



4)

3]

&)

Pimpinan unit kerja (Eselon 11) di lingkungan Kedeputian untuk
Perjanjian kinerja tingkat unit organisasi (Eselon II) di lingkungan
Kedeputian masing-masing ditandatangani olch pejabat yang
bersangkutan dan disetujui oleh Deputi Teknis terkait;

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Perjanjian kinerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika ditandatangani oleh pejabat yvang bersangkutan dan
disetujui oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika;

Kepala Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, Stasiun
Pemantau Atmosfer Global dan Kepala Stasiun Geofisika
Perjanjian kinerja Kepala Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi,
Stasiun Pemantau Atmosfer Global dan Kepala Stasiun Geofisika
ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dan disetujui oleh
Deputi,

b. Waktu penyusunan perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja harus disusun setelah diterimanya dokumen

pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran
disahkan,

¢. Penggunaan Sasaran dan Indikator

Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang

menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang scharusnya, tanpa

mengesampingkan indikator lain yang relevan.

d. Tatanan Indikator Kinerja Utama :

1

2]

3)

Untuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sasaran
vang digunakan menggambarkan dampak dan outcome yang
dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan indikator kinerja lain

yang relevan;

Untuk tingkat unit kerja Eselon |, sasaran yang digunakan
menggambarkan dampak pada bidangnya dan outcome yang
dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon |
dan indikator kinerja lain vang relevan;

Untuk tingkat unit kerja Eselon II, sasaran yang digunakan
menggambarkan outcome dan output pada bidangnya scrta
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5.

menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon Il dan indikator

kinerja lain yang relevan;

4] Untuk satuan kerja, sasaran yang digunakan menggambarkan
outcome dan output pada bidangnya serta menggunakan Indikator
Kinerja Utama satuan kerja dan indikator kinerja lain yang

relevan.

Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi

kondisi sebagal berikut

a.
b.

Terjadi penggantian atau mutasi pejabat;

Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan
sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan
dalam proses pencapaian tujuan dan sasran.



BAB Il
PENGUKURAN KINERJA DAN EVALUASI KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja
adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan
dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan
klarifikasi oufput dan ouwtcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk
memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara
kinerja yang (scharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.
Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan,
Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup
menggambarkan posisi Kinerja instansi pemerintah.

B. Menyiapkan Pengukuran Kinerja

Setiap akhir periode Lembaga melakukan pengukuran pencapaian
target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.
Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target
kinerja dan realisasi kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan keglatan sesuai
dengan sasaran dan Mtjuan yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang
sistemnatik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang
berupa indikator-indikator keluaran, hasil, manfaat dan dampal,
sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak
terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi
keluaran atau penilaian dalam proses pPeEnyUSUNan
kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh

terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penctapan,
pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Penetapan
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indikator kinerja telah diuraikan pada Bab [l Perencanaan Kinerja.
Pengukuran kinerja dimaksud dapat dilakukan dengan menggunakan
Formulir Pengukuran Kinerja (CONTOH XV) sebagai berikut:

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator
kinerja keluaran atau hasil. Pengukuran ini  dilakukan dengan
memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui
dua sumber vaitu (1) data internal yang berasal dari sistem informasi yang
diterapkan pada instansi dan (2) data eksternal atau data dari luar instansi
baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data
kinerja vang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna
bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi
pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan
manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem
informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan umit-
unit yvang bertanggungjawab dalam pencatatan secara terpadu dengan

sistem informasi yang ada.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan mewajibkan menyampaikan
laporan data kinerja secara reguler misalnya bulanan, triwulanan, dan
semester, dan seterusnya. Pengumpulan data kinerja untuk indikator
kinerja kegiatan vang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran,
dan hasil dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk
mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran.
Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak
dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam
rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan instansi pemerintah. Hal ini
terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi
dalam mengukur indikator kinerja dampak.

2. Pengukuran Pencapaian Kinerja

Pengukuran Kinerja mencakup: (1) kinerja kegiatan vang merupakan
tingkat pencapaian target (rencana tingkat capalan) dari masing-masing
kelompok indikator kinerja kegiatan; dan (2) tingkat pencapaian sasaran
instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana
tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah
ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja.
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Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil
pengukuran kinerja kegiatan,

Penyajian pencapaian kinerja hendaknya disusun berdasarkan
urutan program dan kegiatan sebagaimana dirumuskan dalam Renstra dan
Renja yang meliputi:

a. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainya
(DMPTL), meliputi kegiatan : 1].Peningkatan Koordinasi Penyusunan
Rencana Dan Tarif, Program Dan Anggaran, Monitoring Dan Evaluasi,
2). Perencanaan Hukum, Kerjasama, Organisasi Dan Humas. 3).
Pengelolaan Dan Pembinaan Sumber dayva Manusia, Keuangan,
Perlengkapan, Tata Usaha Dan Rumah Tangga. 4).Pengawasan internal
5). Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia &).Penelitian Dan
Pengembangan  Meteorologi, Klimatologi Dan  Geofisika. 7).
Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma.

b. Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorclog: Klimatologi Dan
Geofisika (PPMKG) meliputi kegiatan : 1}, Pengelolaan Database ).
Pengelolaan Gempabumi Dan Tsunami 3}. Pengelolaan Agroklimat Dan
Tklim Maritim 4). Pengelolaan Instrumentasi, Rekayasa Dan Kalibrasi 5).
Pengelolaan Jaringan Komunikasi 6). Pengelolaan Meteorolog
Penerbangan Dan Maritim 7). Pengelolaan Meteorologi Publik 3).
Pengelolaan Perubahan lklim Dan Kualitas Udara 9). Pengelolaan
Seismologi Teknik, Geofisika Potensial Dan Tanda Waktu. 10).
Pengembangan Dan Pengelolaan UPT.

3. Cara menghitung tingkat capaian kinerja :
a. Untuk menghitung tingkat capaian kinerja dapat menggunakan dua
kondisi yvaitu capaian kinerja realisasi lebih tinggl dari rencana kinerja

menunjukkan positif, menggunakan rumus sebagai benikut:



Persentase pencapaian rencana tingkat capalan = ——— x 100 %

1| Jumian propinst yang memparcleh pelayanan
parngalan dire cusca sksinm skala kabupalan

21 Peopinss 21 Propmse 16K %

7| Jumiah Propirsi 6 seurah ndonesa pang
mempergleh prakirpan cuace skaln kabupaten
malaon meks seklnonie dan celak lckal

(setempat)

23 Pronnsa 23 Propnse 100%

3 Jumiah bandara yang mamrgercieh laysnan cuscy

Fid PO DANgaN 25 Slasiun 25 Slasaun 100

| Jumiah bendara yang isiah dagal mempercieh
palayanan Informasi cuaca unbuk penidaralan dan 15 Bandara 16 Bandaa 100%
lepas landas secars on o dan real lime

5 Jumiah pelshuban yang memperoieh Ly sran
informast cuses Mmarilien dan prakiresn gar B8 Polabuban BE Petabafan 005

gelombang s

Artinya semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang
semakin baik, sebagai contoh ketika indikator kinerja Jumlah propinsi
vang memperoleh pelavanan peringatan dini cuaca ekstrim skala
kabupaten tinggi, berarti mutu Kinerja BMKG di Bidang Meteorologi
menjadi tinggi,

Untuk menghitung tingkat capaian pada kondisi capaian kinerja lebih
besar dibandingkan dengan rencana kinerja menunjukkan negatif, maka
rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

Rencana — Realizasi — Rencana

ian rencana tingkat capaia = ¥ 100 %
Persentase pencapaian rencana tingkat capai AT e

Uisrilah Pearweriniah Droerath, N \erkini,  dan r.hdmg.m-g dap
menerima penngaan din Tsunami_dan ifoimesi cepel gempaturi 400 iokas 155 loicasi
2 H‘ruq:ftﬁ.u:e EnEnman F"n'ngd:m Owu Tsunams dan  ndormes Al BO 100
A urduk merenlichan parsmeler gergabuem,
; 'ﬁ | dinl Taunami Gan menyebaisasksmys 3 Frsd 5 rreeng 1009
T
a4 IJ:;;HI h'.lh:m yang dapal clayay dalas kelrggpan Tsumsms (e ik Ak 0%
5 Jusrdah  Lakasi ya Prarmpl  Freenibankan  indormes aran kM
akibat Eu‘maﬂ.rﬁl.m I o 500 lokas 25 okcasi #5 B
6 | porish jokasi pelayaran jpss dan niemas gealisica. 50 Kikas 35 kasi i

Artinva semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah
pencapaian kinerja. Sebagai contoh, ketika indikator kinerja Waktu yvang
diperlukan untuk menentukan parameter gempabumi, menyiapkan
peringatan dini Tsunami dan menyebarluaskannya tingg, berarti Mutu
Kinerja BMKG di Bidang Geofisika Rendah,
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4. Melakukan Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah harus dilaksanakan oleh
evaluator secara professional dan penuh tanggung jawab., Ewvaluasi
Akuntabilitas Kinerja unit kerja dilakukan oleh Inspektorat dengan tujuan :

a. untuk mengetahui sampai seberapa jauh implementasi SAKIP dilakukan
dan perkembangannya sampai saat ini;

b. Menilai akuntabilitas kinerja lembaga;

¢. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan
akuntabilitas lembaga vang berorientasi pada hasil;

d. untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala vang
dijumpai dalam rangka pencapaian misi, dan agar dapat dinilai dan
dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang
akan datang.

Dalam melakukan evaluasi kinerja Inspektorat harus menyusun

Pedoman Ewvaluasi Akuntabilitas kinerja yang mengacu pada Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
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BAB IV
PENYUSUNAN PELAPORAN KINERJA INSTANS] PEMERINTAH

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi vang dipercayakan kepada setiap instansi
pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yvang diperlukan
dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan
evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis
terhadap pengukuran Kinerja.

Laporan kinerja terdiri dari Laporan kinerja interm dan Laporan

kinerja tahunan.

B. Tujuan pelaporan Kinera

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat
atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

2. Sebagai wupaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi
pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Laporan Kinerja Interm

1. Laporan kinerja triwulanan disampaikan bersamaan dengan laporan
keuangan triwulanan;
2. Bentuk, isi dan tata cara penyampalan laporan kinerja triwulanan

sesual dengan peraturan pemerintah no 8 Tahun 2006.

D. Laporan Kinerja Tahunan

1. Laporan kinerja tahunan tingkat satuan kerja dan Unit Organisasi
Eseclon Il disampaikan oleh kepala satuan kerja dan Unit Organisasi
Eselon 1T kepada Unit Organisasi eselon I;

2. Berdasarkan laporan kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat 1, Pimpinan Unit Organisasi menyusun Laporan Kinerja
Tahunan Unit Organisasi;

3. Berdasarkan laporan kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat 2, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
menyusun Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah Badan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.



E. Format Laporan Kinerja Tahunan

Pada dasarnva laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan
organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informas:
tentang :

1. Uralan singkat organisasi;

2. Rencana dan target kinerja vang ditetapkan;

3. Pengukuran kinerja,

4, Evaluasi dan analisis kinerja untuk sctiap sasaran strategis atau
hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang scharusnya
terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan
sumber dava.

(Format laporan kinetja terdapat pada contoh XVIII)

F. Penyampaian Laporan Kinerja Tahunan

Pimpinan Satuan Kerja dan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I
menyusunan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit
Kerja Eselon 1 dengan tembusan Sekretaris Utama cq Kepala Biro
Perencanaan dan Inspektorat BMKG.

Pimpinan Unit Kerja Eselon | menyusun laporan kinerja tahunan
tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan
menyampaikannya kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika dengan tembusan Sckretaris Utama cq. Kepala Biro
Perencanaan dan Inspektorat BMKG paling lambat 1 (satu] bulan
setelah tahun anggaran berakhir,

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyusun
Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan
perjanjian kinerja vang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri
Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 2 {dua) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menetapkan suatu petunjuk
pelaksanaan internal mekanisme penyampaian perjanjian kinerja dan

pelaporan kinerja.



G. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan
tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan
unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria
spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun
waktu tertentu.

H. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang
menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesual dengan tugas
fungsi serta mandat fcore business) vang diemban, IKU dipilih dari
seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan
memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang
baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah scbagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan
organisasi., Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil foutcome)
sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator
kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I] adalah indikator hasil {outcome)
dan atau keluaran foutput) yvang setingkat lebih tinggi dari keluaran joutput)
unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Esclon
) sekurang-kurangnya adalah indikater keluaran {eutput).

1. Pengumpulan Data Kinerja

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta
untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus
dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus
memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan
data, penanggung jawab, mekanisme perhitungan dan media yang
digunakarm.

J. Mekanisme Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja disampaikan melalui mekanisme pelaporan yvang
melibatkan pihak yang berwenang membuat dan menerima laporan Kinerja,
serta pengguna laporan kinerja. Pihak vang harus dan berwenang membuat
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laporan kinerja  adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika, Pejabat Eselon 1 dan Pejabat Eselon II di lingkungan Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
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BABV
TUGAS DAN KEWAJIBAN UNIT KERJA BMRKG
TERHADAP DOKUMEN SAKIP

A, Komponen Dokumen SAKIP

Komponen dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) meliputi :

1. Rencana Strategis (Renstra), termasuk Indikator Kinerja Utama dan
Indikator Kinerja Kegiatan;

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT), termasuk target program dan kegiatan
yang ingin dicapal setiap tahun;

3,  Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan kontrak kerja antara bawahan
dan atasanya untuk mewujudkan capaian terhadap target yang telah
ditetapkan;

4, Laporan Kinerja, termasuk didalamnya adalah Pengukuran Kinerja.

B. Unit Organisasi BMKG Penyusun Dokumen SAKIP

Dokumen SAKIP wajib disusun oleh setiap pimpinan Unit Organisasi,

yang terdin dari

1. Pimpinan Unit Kerja Eselon 1 :
a. Sckretaris Utama;
b. Deputi Bidang Meteorologi;
Deputi Bidang Klimatologi;
Deputi Bidang Geofisika; dan
Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan

a0

Komunikasi.

2.  Pimpinan Unit Kerja Eselon |l Kantor Pusat @

a. Kepala Biro Perencanaan;

b. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
c. Kepala Biro Umum;
d. Inspektur;
e. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan,
g. Kepala Pusat Mctcorologi Penerbangan dan Maritim;
h. Kepala Pusat Meteorologi Meteorologi Publik;

Kepala Pusat Iklim, Agroklimat, dan [klim Maritim;
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j. Kepala Pusat Perubahan [klim dan Kualitas Udara;

k. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami;

. Kepala Pusat Seismologi Tecknik Geofisika Potensial dan Tanda
Walktu;

m. Kepala Pusat Instrumentasi, Rekayasa, dan Kalibrasi,

n. Kepala Pusat Data Base, dan
Kepala Pusat Jaringan Komunikasi.

Pimpinan Unit Kerja Eselon 11 UPT :

a. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah |
Medan;

b. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah
II Ciputat;

¢. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah
[l Denpasar,

d. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah
IV Makassar;

e. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah
V Jayapura; dan

f  Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

C. Penyampaian Dokumen SAKIP Di Lingkungan BMKG

Penyusunan dokumen SAKIP sebagaimana dimaksud dalam subbab

di atas (Point B) dapat dikoordinasikan sebagai berikut :

1.

Dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian
Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Laporan Kinerja Tahunan Badan
disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan dikoordinasikan oleh
Sekretaris Utama c.q. Kepala Biro Perencanaan,

Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat
Utama disusun dengan berpedoman pada Eencana Sirategis Badan
dikoordinasikan oleh Kepala Biro Perencanaan c.q Kepala Bagian
Rencana dan Tarif;

Dokumen Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Laporan Kinerja
Tahunan  Sekretariat Utama disusun dengan berpedoman pada
Rencana Strategis Badan, Rencana Kinerja Tahunan, dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran dikoordinasikan oleh Kepala Bire Perencanaan

c.q. Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi;
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Dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian
Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Laporan Kinerja Tahunan Deputidi
lingkungan Badan disusun dengan berpedoman pada Rencana
Strategis Badan dikoordinasikan oleh Kepala Pusat yang ditunjuk
dilingkungan Kedeputian masing-masing;

Dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjan
Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Laporan Kinerja Tahunan Unit Kerja
Esclon 11 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Eselon |
dikoordinir langsung oleh pimpinan Unit Kerja Esclon I1.;

Dokumen Perjanjian Kinerja BMKG dibuat setelah menerima dokumen
pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh Kepala BMKG dan
disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan setelah disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran;

Dokumen Perjanjian  Kinerja Unit Orgaisasi Eselon [ dibuat oleh
Pejabat Eselon I setelah menerima  dokumen Pelaksanaan Anggaran
dan ditandatangani oleh Kepala BMKG dan Pejabat Eselon [ yang
bersangkutan, Dokumen tersebut disampaikan kepada Kepala BMKG
dengan tembusan Sekretaris Utama c.q. Kepala Biro Perencanaan
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dokumen pelaksanaan
anggaran disahkan;

Dokumen Perjanjian Kinerja Unit Organisasi Eselon Il di lingkungan
Kantor Pusat BMKG ditandatangani oleh Pejabat Eselon 1 di lingkungan
masing-masing dan Pejabat Eselon II yang bersangkutan. Dokumen
tersebut disampaikan kepada Sekretaris Utama c.q. Kepala Biro
Perencanaan dengan tembusan kepada Pejabat Eselon [ di lingkungan
masing-masing selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berjalan;
Dokumen Perjanjian Kinerja Unit Organisasi Eselon [l di UPT Daecrah
dibuat setelah diterimanya dokumen pelaksanaan anggaran an
ditandatangani oleh Sckretaris Utama dan Pejabat Eselon 11 yang
bersangkutan. Dokumen tersebut disampaikan kepada Sekretaris
Utama c.q. Kepala Biro Perencanaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan;
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10. Dokumen Perjanjian Kinerja Unit Pelaksana Teknis di daerah dibuat
setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani
oleh Pejabat Eselon 11 di UPT Daerah dengan Deputi Teknis terkait.
Dokumen tersebut disampailan kepada Sekretaris Utama c.q. Kepala
Biro Perencanaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dokumen
pelaksanaan anggaran disahkan.
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BAB VI

PENUTUP

Sistemn Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan
dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan
kebijaksaan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah,
berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Di sini, setiap
instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapalan

tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholders.

Keluaran utama dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
mencakup: (1) Rencana Strategis (Strategic Plan), (2) Rencana Kinerja
(Performance Plan), dan (3) Laporan Kinerja Tahunan. Rencana Strategis
menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi bagi pencapaian tujuan
dan sasaran untuk periode waktu sampai dengan S (lima) tahun. Sementara
itu, Rencana Kinerja Tahunan menjabarkan sasaran strategis yang hendak
dicapai dalam suatu tahun beserta strategi pencapaiannya (kebijakan,
program, dan kegiatan). Capaian kinerja dalam suatu tahun kegiatan
kemudian dilaporkan dalam Laporan Kinerja Tahunan.

Di dalam kerangka akuntahilitas kinerja intansi pemerintah Laporan
Kinerja tahunan juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas
kinerja, dan alat pendorong terwujudnya geod governance. Dalam perspektf
vang lebih luas, maka Laporan Kinerja Tahunan ini juga berfungsi sebagai
media pertangungjawaban kepada publik. Semua itu memeriukan
dukungan dan peran serta aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan
daerah, serta partisipasi masyarakat. Dukungan tersebut merupakan
pendorong utama dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan dan sebagai
perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014,

Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Tahunan ini merupakan revisi
atas pedoman sebelumnya yang diharapkan dapat lebih sesuai dan selaras
dengan perkembangan SAKIP selama ini. Namun demikian, sebagai suatu
arahan bagi implementasi SAKIP dalam masa pengembangan, pedoman ini
tentu masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut di

masa mendatang, Oleh karena itu, masukan-masukan positif bagi
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penyempurnaan pedoman ini tetap diperlukan agar tujuan penyusunan
Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana diuraikan di atas dapat terwujud
dengan baik.
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ALUR PENYAMPAIAN RENSTRA DI LINGKUNGAN BMEG

Eselon 11
: Bukan Eselon 1 s Sestama | BePala |y AGRI | DEPKEU | BAPPENAS | MENPAN
Unit Unit " Perencanaan BMEKG
Mandiri Maridici
Untuk Kantor Pusat :
REMSTRA w RENSTRA @lj_'
“--..-_ = & & & *
RENSTRA
Esalon |l
Diserankan Selambat-lambatnya 3 Bulan setelsh di
Selamibat- ety iyl Al Letankanya RPN
Oraft Seluns REMETRA
Renstra = BAKG
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CONTOH IV
STRUKTUR PEDOMAN PENYUSUNAN RENSTRA BMEG

» Memuat latar belakang, tujuan, ruang lingkup, landasan
BAB | PENDAHULUAN hukum, serta definisi dan pengertian yang digunakan dalam
petunjuk penyusunan Renstra-KL

BAB || KEDUDUKAN _
RENSTRA-KL DALAM + Memuat narasi mengenai alur penyusunan Renstra-KL yang

SISTEM PERENCANAAN berpedoman pada RPIMN dan kemudian mejadi pedoman

PEMBANGUNAN penyusunan Renja-KL
NASIONAL

BAB Il PENYUSUNAN

i iti -KL
R ENSTOR Kl teknokratis, proses politis, dan penetapan Renstra-KL), serta

tahap penyusunan dokumen Renstra-KL

¢ Memuat uraian Kaidah Pelaksanaan serta manfaat Pedoman

BAB IV PENUTUP
Penyusunan Renstra-KL

« Memuat alur penyusunan RPJIMN dan Renstra-KL (proses J
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CONTOH YV
OUTLINE RENSTRA BMEKG
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum
1.2 Potensi dan Permasalahan

BARB Il VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA
2.1 Visi Kementerian/ Lembaga
2.2 Mist Kementernan,/ Lembaga
2.3 Tupuan
2.4 Sasaran Sirategis Kementerian/ Lembaga

BAB [l ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1 Arah Kehbijakan dan Strategi Nasional
* Sesuai dengan penugasan RPIJMN pada K/L, terkait dengan prioritas nasional/bidang (Buku | dan/atau Buku II
dan/atau Buku IlI).
» Uraian mencakup indikatif pendanaan dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing
Program
3.2 Arah Kebijakan dan Strateqi K/L
» Uraian bersifat lengkap (tidak hanya mencakup yvang dilakukan langsung oleh K/L tetapi juga mempertimbangkan
keterlibatan daerah dan swasta berikut pendanaan yvang diperlukan untuk melaksanakannya)
» Uraian kebijakan vang dilaksanakan melalui Program dan/atau Lintas Program dalam K/L yang bersangkutan
¢ Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing Program
+ Uraian dilengkapi dengan penjelasan mengenai penataan aparatur K/L, meliputi sumber daya manusia,
ketatalaksanaan, kelembagaan, dan struktur organisasi sebagai bagian dari kebijakan K/L dalam mencapai Visi,
Misi, dan Tujuan.

BAR IV PENUTLP

=36~



CONTOH V1

ALUR PEMBUATAN RENSTRA BMKG
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CONTOH VII

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA DAN PEMERINTAH
PROVINSI/ KABUPATEN f KOTA

Kementerian/ Lembaga Provinsi/Kab/Kota
Tahun o 4]

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3

Petunjuk Pengisian :

1.

Header [a) diisi nams kementerian, lembaga / pemerintah
provinsi/kabupaten/ kota;

Header (b} diisi dengan tahun anggaran;

. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis kementeria/lembaga/pemerintah

provinsi/ kabupaten/ kota sesual dengan dokumen rencana peréncanaan

jangka menengah;

Kolom (2) diisi dengan indikator Kinerja atas sasaran strategis dan
kementeria /lembaga/ pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam kolom (1);

Kolom (3) diisi dengan angka target dari masing-masing indikator Kinerja
sasaran strategis.



CONTOH VIII

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I K/L DAN SATUAN KERJA
PERANGEAT DAERAH (SKPD)

Unit Eselon | Kementerian/ Lembaga la
Tahun : (bl
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) 2] (3}

Petunjuk Pengisian :
1. Header (a) diisi nama unit organisasi eselon [ kementerian/ lembaga/ SKPL;

2. Header (b) diisi dengan tahun anggaran;

3. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis unit organisasi eseclon
kementerian/lembaga/ SKPD sesuai dengan delumen rencana perencanaan
jangka menengah;

4, Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja atas sasaran strategis dari unit
organisasi eselon kementerian/lembaga/ SKPD dalam kolom {1

5. Kolom (3) diisi dengan angka target dari masing-masing indikator kinerja
sasaran.
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CONTOH 1A

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT UNIT ORGANISAS!I ESELON 11/ UNIT KERJA MANDIRI K/L

Unit Eselon II/ Unit Mandiri KL : [a)
Tahun : (b}
SASARAN STRATEGIS | [INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) [2) (3]
Petunjuk Pengisian :

1.

Header (a) diisi nama unit organisasi eselon I/ Unit Mandin
kementerian/lembaga;

Header (b diisi dengan tahun anggaran;

Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis unit organisasi eselon IIf Unit
Mandiri kementerian/lembaga sesuai dengan dekumen rencana perencanaan

jangka menengah;

Kolom (2} diisi dengan indikator kinerja atas sasaran strategis dari unit
organisasi eselon 11/ Unit Mandiri kementerian/ lembaga dalam [1);

Kolom (3] diisi dengan angka target darl masing-masing indikator kinerja
sasaran strategis.



ALUR PENYAMPAIAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DI LINGKUNGAN BMKG

CONTOH X

Eselon 11 Bagian .
E 1 -
Unit Bukan Eselon 1 Biro Perencanaan Sestama Kepala BMKG % Monitoring
Mandiri Unit i Poyusunan | no. pualuasi
Mandiri
bz E:En il AET Urduk RET Uintuk |
{ Linit Mandiri) penyusUnan REA Pergusanan PK
------------ Dl
T - Ealuruh
e RHT
i L] &
RET H
Esedon I ¥a ¥ Tdk
{Bukam Linit
Mandin |
Reviu,
Kioreks! T
¥
RET
Definind
; L
Fargesahan
RET EMKG
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CONTOH X1

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA /
PEMERINTAHPROVINSI/ KABUPATEN /KOTA

— Logo BMKG —

PERJANJIAN KINERJA TAHUN.......

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekuf
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini :

Nama
Jabatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya  sesual
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaarn.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Menteri/Pimpinan Lembaga/
Gubernur/ Bupati/Walikota
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CONTOH Xl

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT KERJA/SKPD/SATUAN

— Logo BMEG —

PERJANJIAN KINERJA TAHUN.......
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di
bawah ini:
Mama b AR v A s E bR o
Jabatan R PR R g e T3 L o s o] PRl
Selanjutnya disebut pihak pertama
Mama T A R A 4 S e SO A i S F B AT
Jabatan AN S B AR T W AR e
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kepagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
Pihalk kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi capaian terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan vang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PFihak Kedua, Pihal Pertama,

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CONTOH XIII

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

KEMENTERIAN / LEMBAGA

-

Program Anggaran

Cara Pengisian :

L b

Header diisi dengan Tahun Anggaran yang akan diperjanjikan dan nama
kementenian |/ lembaga

Kolom (1) diisi dengan no urut;

Pada kolom (2) diisi dengan Sasaran strategis Kementerian/ Lembaga atau
kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan,
sesuai dengan dokumen perencanaan kinerja jangka menengah. Sasaran
atrategis Kementerian / Lembaga adalah outcome.

Contoh :

“Meningkatkan pelayanan informasi cuaca ekstrim di 27 propinsi skala
kabupaten.”

Kolom [3) diisi dengan satu atau lebih Indikator Kinerja Utama dan Indikator
lain dari K/L yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin
divujudkan;

IKU pada tingkat ini adalah indikator kinerja outcome.

Contoh :

% Persentase akurasi informasi cuaca ekstrim di 27 propinsi skala
kabupaten

Kolom {4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya
dicapai oleh K/L;

Pada kolom anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan
untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan.

-44-

S i

—_



CONTOH XIV

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT KEREJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
UNIT KERJA

Kegiatan Anggaran
L ;4 < N
i A A A S e A B oty e e
Tempat, .cooeerenns 20X
Atasan Pimpinan Unit Kerja Pimpinan Unit Kerja
{ lllllllllllllllll ORI S S S TR S O ] [ llllllllllllllllllllllllllllllll }

Cara Pengisian :

1. Header diisi dengan Tahun Anggaran vang akan diperjanjikan dan nama
unit kerja;

2. Kolom (1) diisi dengan no urut;

3, Pada kolom (2} diisi dengan Sasaran program unit kerja atau kondisi terakhir
yang seharusnya terwujud pada tabhun yang bersangkutan setelah
dilaksanakannya program tersebut;

4. Kolom (3) diisi dengan satu atau lebih Indikator Kinerja Utama dan Indikator
lain dari unit kerja yang relevan dengan sasaran program alau kondisi yang
ingin diwujudkan;

5. Kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya
dicapai oleh unit kerja pada tahun tersebut;

6. Pada kolom Kegiatan diisi dengan nama kegiatan unit kerja pada tahun
tersebut;

7. Pada kolom anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan oleh
unit kerja untuk mencapai sasaran program yang dimaksud.
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CONTOH XV

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
TINGEKAT SATUAN KERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
SATUAN KERJA

]

i

i

i

I

I

: 1._{_:.___-..,.‘_‘_:_. e : - 5 .

; _ Sasaran Stategls ikator Kinerja | Target
| = L] S 3] B
|

]

]

;

I

i Kegiatan Anggaran

]

; Tempat, ...... 208X

I

I Atasan Pimpinan Satuan Kerja Pimpinan Satuan Kerja
|

Cara Pengisian :

1.

Header diisi dengan Tahun Angparan yang akan diperjanjikan dan nama
satuan kerja;

Kolom (1) diisi dengan no urut;

Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis satuan kerja atau kondisi
terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;

Kolom ([3) diisi dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator lain dari
satuan kerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin
divwujudkan;

. Kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya

dicapai oleh satuan kerja pada tahun tersebut;

. Pada kolom Kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang terkait dengan

sasaran vang akan dicapai;
Pada kolom anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan
untuk mencapai sasaran vang dimaksud.
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CONTOH XVI

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA

Kementerian Negara/ Lembaga © ............. (a)
Tahun Anggaran A —— (b
ANGGARAN
goa mmms. ”‘mﬂm’-‘f‘f‘ TARGET | REALISASI | % PROGRAM R P
[ e o 5 =3
|
|
|
Jumlah Anggaran Tahun ... A AR RS T |
Realisasi Pagu Anggaran Tahun ..o S RP. i [d)

Cara Pengisian:

i
2.
3.

>

2

® Mo

10.
11;

12.

13.

Header (a} diisi dengan kode dan nama kementerian negara/lembaga;
Header (b) diisi dengan tahun anggaran,

Kolom (1) dilsi dengan sasaran strategis Kementeria,/ Lembaga sesuai dengan
dokumen Perjanjian Kinerja;

Kolom (2] diisi dengan indikator kinerja sasaran strategls dari
Kementerian/ Lembaga sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

Kolom (3] diisi dengan angka target yang akan dicapai untuk setiap indikator
kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

Kolom (4] diisi dengan Realisasi dari masing-masing Indikator Kinerja;

Kolom (5) diisi dengan persentase pencapaian target dari masing-masing
indikator kinerja;

Kolom {6) diisi dengan nama program yang digunakan untuk pencapaian
sasaran strategis organisasi sesual dengan dokumen Perjanjian Kinerja,
Kolom (7) diisi dengan pagu anggaran program;

Kolom (8) diisi dengan realisasi anggaran;

Kolom (9) diisi denpan persentase realisasi anggaran (realisasi/pagu x
100%);

Footer {c) diisi total jumlah/nilai pagu anggaran yang direncanakan untuk
mencapai sasaran strategis;

Footer {d) diisi total jumlah/nilai realisasi anggaran yang digunakan untuk
mencapai sasaran strategls;
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CONTOH XVII

FORMULIR PENGUKURAN KINER.JA
TINGKAT UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN/LEMBAGA

Unit Organisast ;&)
Tahun Anggaran ¢ (b}
 SASARAN STRATEGIS | INDIKATORKINERJA |  TARGET | REALISAST
= il =& 2 Fna 4

I
Jumlah Anggaran Program Tahun ... 57 (c)
Realisasi Pagu Anggaran Program Tahun ......... 57y - NP 5] ||

Cara Pengisian:

o

-

1. Header {a) diisi dengan kode dan nama unit organisasi eselon I/1I;
2.
3. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis Unit Organisasi Eselon I/1l sesuai

Header (b) diisi dengan tahun anggaran;

dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis dari Ut
Organisasi sesual dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

Kolom (3) diisi dengan angka target yang akan dicapai untuk setiap indikator
kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

Kolom (4) diisi dengan Realisasi dari masing-masing Indikator Kinerja;

Kolom (5| diisi dengan persentase pencapaian target dari masing-masing
indikator kinerja ; (realisasi/target x 100)%;

Footer {c] diisi total jumlah/nilaa pagu anggaran yang direncanakan untuk
mencapal sasaran strategis;

Footer (d) diisi total jumlah /nilai realisasi anggaran yang digunakan untuk
mencapai sasaran strategis.
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CONTOH XVIII

FORMAT LAPORAN KINERJA TAHUNAN

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

I-————-----.————-——-l-Il-————-——-l------l-!l———— L L1} ———— - ﬂ
1

I

I

I

Babl Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi  seria
permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi
Organisasi.

Bab Il Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja
tahun yang bersangkutan.

Bab Il Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi
untulk setiap pernyataan kinerja sasaran stratcgis
Orpanisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja
sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi
kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta

capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan
beberapa tahun terakhir;

3, Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan
tahun ini dengan target jangka menengah yang
terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi,

4, Membandingkan realisasi kinerja tahun ini
dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan, penurunan kinerja serta alternative
solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

——————ﬂ--————-——-———dﬂ-——————-—-ﬂu-——————————_-‘---m-—————dﬂ--——————ﬂ—-

7. Analisis ..

[ ———— L ] - .- - - - — — -
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1
1
.

7. Analisis  program/kegiatan yang menunjang
keberhasilan ataupun kegagalan  pencapaian
pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang

digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan

kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian

Kinerja.

Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan
dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:
1) Perjanjian Kinerja

2] Lain-lain yang dianggap perlu

e e Y = ==
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CONTOH XIX

KE us NSTRA

—

VIS| & MIS| ESELON | ‘
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CONTOH XX
PENANDATANGANAN PERJANJIAN KINERJA (I}

DOKUMEN

KESEPAKATAN ANTARA

PK Settama /

Kedeputian 1-1V
i

PK Puzat/iBiro

PK Balai Besar

Wilayah (I - V)
L e

—

FK Satker
Mandiri
(Puslitbang,

Pusdiklat,
Inspektorat

dan 5T MKG)

J

= Sestama’ Deputi —-[ Kepala BMKG
- Kapus/ Kara ‘———r-| Depuli/ Sestama
..I Kabal | - W - Kepala BMKG
. Kapuslitbang, Kapusdikiat, - Kepala BMKG
Inspektur, Ketua ST MKG —




PENANDATANGANAN PERJANJIAN KINERJA (I

CONTOH xX1

DOKLUMEN

PHK Ka. UPT

T

Meteoralagi

e
N

PHK Ka. UPT

Ka, UPT Metearciogi

Klimatologi
l——._,—o—'__'_'_'_

PK Ka. UPT

Ka. UPT Kilimatologi

Deputi Meteorologi

@AWY

Ty

FK Ka. JPT

Ea, UPT GAaW

Geoflizika

I

e —

Ka. UPT Geofizsika

Dreputi Klimatolegi

L

Deputl Geanisika

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
ELIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI ERKA SAKYA




